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A. Analisis Dasar Penetapan Hakim Putusan No. 11/Pdt.P/2008/Pa.KdlI
Terhadap Hibah L ebih Sepertiga

Suatu perkara yang adil dan benar yang sesuai ddngam yang
berlaku, dibutuhkan adanya suatu alat bukti yargatdenembantu hakim
sebagai aparat penegak keadilan untuk mendapatkarbagan yang
sebenar-benarnya tentang duduk perkara yang sedgragiksa dan
diadilinya itu. Apabila alat bukti itu dapat dipdnumaka selanjutnya akan
dapat meringankan hakim dalam memutuskan perkarg ga@anganinya.
Putusan ini, landasan hukum yang dipakai oleh msajghkim dalam
menyelesaikan perkara permohonan pengesahan hithialiPengadilan
Agama Kendal adalah Pasal 49 Undang-Undang Noni@ahun 1989 jo
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berkasapasal
tersebut, maka perkara pemeliharaan anak yangkdiajke Pengadilan
Agama Kendal adalah termasuk wewenang absoluP@agadilan Agama
Kendal, Dalam pasal tersebut dijelaskan Pengaditzaama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikararpedk tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islardatidpkewarisan, dan
salah satu dari bidang kewarisan itu adalah perkabah. Dengan
demikian Pengadilan Agama Kendal berwenang untukmeni&sa,

memutus dan menyelesaikan perkara hibah.



Dasar hukum selanjutnya adalah merujuk pada Padé@l 2
Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal tersebut dijelaskbahwa setiap
orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 2Intdierakal sehat dan
dan tidak adanya paksaan dalam menghibahkan sdbbhaggaknya
sepertiga dari harta bendanya kepada orang lainkafzada suatu lembaga
untuk dimiliki. maksud dan tujuan dari pasal tergedi atas adalah hibah
merupakan pemberian suatu benda secara sukaretarganimbalan dari
seseorang kepada orang lain yang masih hidup whiaikki. Karenanya
orang yang meghibahkan harta benda harus sudalsaedalam artian
minimal berumur 21 tahun dan berakal sehat senatadanya paksaan,
kekhilafan ataupun penipuan dan hibah ini ada pésbaya yakni paling
banyak sepertiga dari harta kekayaan penghibamuNakenyataanya
tidak demikian.

Pasal inilah yang dijadikan rujukan majelis hakiatagh penetapan
yang mengabulkan permohonan pemohon dan menyatgEtamenurut
hukum bahwa hibah berupa separuh dari tanah peja@ra®HM No. 550
atau seluas 240 m2 berikut bangunan rumah di aagagg terletak di
Kelurahan Sijeruk RT 01 RW 02. Berdasarkan ketentpasal di atas,
pada dasarnya besarnya hibah itu maksimal adaladrtgm dari milik
penghibah. Dalam kasus ini, bahwa pada sekitantaB89 bapak Romdo
bin Kemat telah menghibahkan separoh tanah pekanangliknya atau
tanah seluas sekitar 240 m2 beserta rumah diataengabut kepada

Pemohon dengan disaksikan oleh beberapa orang, skksipemohon



menyatakan menerimannya dan pada tahun yang sanpauldé separoh
tanah miliknya ( tanah yang tidak ada rumah digtasseluas 240 m2)
dijual kepada bapak Sucipto yang sekarang telahndiln oleh bapak
Sucipto. Untuk adanya kepastian hukum dan guna wmaadalik nama
sertifkat No. 550 dari an. Bapak Romdo kepada aendri (Pemohon)
dan an. Sucipto atau keluarganya karena sertifikat550 belum dipecah
ketika sebagianya dijual kepada sucipto maka Pemaherasa perlu
untuk mengajukan pengesahan hibah dari bapak Réaewhda Pemohon.
Atas dasar inilah pemohon mengajukan Permohonaeyd@dngadilan
Agama Kendal dengan didukung saksi-saksi dan Hulii yang

mempunyai fakta hukum di mata hakim dan majelisirhaRengadilan
Agama Kendal akhirnya menerima permohonan pemohaoruku
pengesahan hibah yang diberikannya.

Perkara No0.11/Pdt.P/2008/PA.Kdl tersebut permohdP@amohon
diterima karena dalam pembuktian ternyata buktitbylng diajukan
Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil yang diajulzihhat dari aspek
pembuktian perkara, maka putusan majelis hakim ksudpat dengan
putusan menerima permohonan karena alasan-alasgndigukan dapat
menguatkan dalil-dalil yang diajukan. Dalam kasos majelis hakim
menerima permohonan ini dengan dua alasan. Per@diteeyukan fakta
atas keterangan ketiga saksi yang telah dihadpkamohon bahwa ketiga
saksi tersebut telah mendengar secara langsuranteatianya pernyataan

hibah dari alm Romdo kepada pemohon yang berupagast dari tanah



pekarangannya yang di atasnya ada rumah, meskeadi&n itu berbeda-
beda waktunya atau tidak dalam satu majelis. Kedwslowa mengenai
adanya pernyataan penerimaan dari si penerima,hileamohon mengaku
telah menerima pemberian alm Romdo tersebut meskjprnyataan
menerima tidak didukung dengan adanya saksi, naseoara kenyataan
bahwa pemohon telah menempati dan mengolah takaingmgan tersebut
sejak pemohon diangkat sebagai anak oleh alm. R@aohpai sekarang
ini. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemotetethtmenerima
pemberian tersebut sekalipun secara diam-diam.uSh#diah dapat
berwujud jika terdapat tiga komponen yaiwahib, mauhub lahdan
mauhub Dalam perkara inWahib adalah pemberi hibah ( alm bapak
Romdo),mauhub lahadalah orang yang diberi hibah Zaenuri bin Achidat,
sedangkamauhubbenda yang dihibahkan ( sebidang tanah luas 240 m2
berikut bangunan diatasnya, SHM No. 550 an Ronidd<bmat. Dengan
demikian unsure hibah telah terpenuhi.

Namun, bila melihat esensinya, seperti yang dif@as Pasal 210
Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka putusan majelekim bertentangan
dengan pasal tersebut, yang mana pasal ini menabeb&tasan seseorang
melakukan hibah terhadap orang lain atau lembagangak-banyaknya
sepertiga dari hari harta penghibah. Perumusanrhukbah yang diatur
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mermnlbatasan

kebolehan jumlah harta yang dihibahkan tidak lebi#ri sepertiga.



Pemberian batasan ini untuk terciptanya persepsg Ysama baik bagi
aparat penegak hukum ( para hakim) maupun anggassarakat.

Selama ini terdapat kesimpangsiuran pendapat tgrikabolehan
ini. Ada sementara ulama dan hakim yuang berpemdirboleh
menghibahkan seluruh harta. Sebaliknya banyak ybegpendapat
penghibahan tidak boleh melenyapkan hak ahli wdeils karenanya hibah
hanya boleh sepertiga.

Secara objektif dan realistis hakim dalam melakisamdungsi dan
kewenangan mengadili perkara, selalu menghadamlakeakontroversi.
Dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, ssbsna diubah
dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang diatur pasia fié ayat (1) UU
No.4 Tahun 2004, mengariskan bahwa pengadilantetkin tidak boleh
menolak untuk memeriksa perkara yang diajukan kepagh atas alasan
hukum tidak mengatur atau aturannya kurang jelaainkan wajib untuk
memeriksa dan memutusnya.

Merujuk pasal yang disebutkan diatas, majelis hakienusaha
dengan segala kemampuanya untuk memeriksa dan toerparkara
permohonan tersebut dengan menafsirkan pasal 2hopikasi Hukum
Islam. Menurut pendapat majelis hakim bahwa pershatdibah kepada
orang lain sebanyak-banyaknya sepertiga dari haeteghibah dengan

maksud untuk melindungi hak-hak ahli waris agaakidirugikan dalam

' M. Yahya Harahap{edudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama,(
Jakarta: Sinar Grafika, 2003) him.50



hal kewarisannya.Pada perkara permohonan ini bahwa si pemberi hibah
tersebut tidak mempunyai anak dan saudara lakiyakg telah meninggal
juga tidak mempunyai anak, sehingga ahli warisrgrpautus, maka ia
dapat menghibahkan separoh tanah pekarangan besedh di atasnya
secara sahDisamping itu sudah menjadi kodrat, bahwa hukumgyan
dirumuskan dalam peraturan perundang-undanganaseidalam hal ini
KHI tidak menampung permasalahan hukum yang timblalam
kehidupan manusia, yang senantiasa berubah dengambamr
permasalahan yang baru, apalagi hibah yang dialamd KHI hanya
terdiri beberapa pasal yang tidak menutup kemumgkipermasalahan
hukum di bidang hibah belum diatur yang memerluganafsiran hukum
dalam penerapannya.
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan No. 11/Pdt.P/2008/PA.K dI
Hibah adalah suatu akad pemberian hak milik sepkepada
orang lain di kala masih hidup tanpa mengharapkaipalan dan jasa.
Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang imuakan
mengharapkan pahala dari Allah SWT, serta tidak perbatas jumlahnya.
Mengenai seberapa besar kadar hibah ini tidak adayang mengaturnya
hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakeh keorang

menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain.

? Hasil wawancara dengan hakim PA Kendal bapak $yarifudin M.H pada
tanggal 27 April 2011



Menurutmazhaljumhur ulama, orang boleh menghibahkan semua
harta atau semua apa yang dimilikifydDan para ulama juga sepakat
boleh menghibahkan semua hartanya kepada oranyAaibila ia yakin
mampu hidup sabar, tawakal atas apa yang akarritarda, jika ia tidak
sanggup berlaku demikian perbuatan itu dimakrufikan.

Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah terkaagsahan
hibah yang dilakukan alm. Romdo bin kemat kepadagt®n, yang mana
besaran hibah tersebut adalah separuh tanah pghkardneserta rumah
diatasnya. Setelah mengikuti duduk perkara dan inpeshgan -
pertimbangan hukum dari putusan pengadilan Agamad#&le ada
beberapa hal yang menarik perhatian penulis uniakatisis. Pokok
permasalahannya adalah tentang keabsahan hibdh depertiga yang
diajukan pemohon. Dalam penyelesaian permohonangegahan hibah
tersebut majelis hakim menyatakan sah menurut hukum

Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Igjasal 210
bahwa Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 2Intaleuakal
sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkaryaketemyaknya 1/3
(sepertiga) harta bendanya kepada orang lain amabaga di hadapan dua
orang saksi untuk dimilii Kompilasi Hukum Islam memberikdratasan

dalam pemberian hibah sebanyak-banyaknya 1/3 deertya penghibah.

* Sayyid SabigFigh Sunnah 5him. 181

* Ibnu Rusyd Bidayatul Muijtahid,Terj, Abu Usman Fakhtur, him. 653

® Rahmat SyafeiFigh Muamalahhlm. 252-253

® Abdurrahmankompilasi Hukum Islam(Jakarta: Akademika Presind8008) him 164



Pada dasarnya hibah tidak ada kaitannya dengarrikaw&ecuali
nyata bahwa hibah itu mempengaruhi hak ahli waneka dalam hal ini
perlu adanya pembatasan maksimal hibah tidak niglsepertigd. dalam
permasalahan ini bahwa alm Romdo tidak mempunytivedris yang
mana saudara laki-lakinya dan istri telah meninggdlingga yang ada
hanya anak angkatnya saja (pemohon) yang kemuiparuh tanah
pekarangan beserta rumah diatasnya dihibahkan &ggadohon, Karena
pihak Pemohon (anak angkat) semasa hidupnya tedalyabdikan dirinya
kepada bapak Romdo hingga akhir hayatnya. Karelaandaermasalahan
inihibah tid tidak mempengaruhi hak-hak ahli wariaka hibah tersebut
menurut penulis sah menurut hukum Islam. Hal insuse dengan
pendapat Muhammad Daud Ali, bahwa kalau ternyatabah itu
mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli warisanpegklu ada batas
maksimal hibah tidak melebihi sepertiga harta sesed Akan tetapi
bila menyangkut hak-hak ahli waris maka hibah pedia batasan hal
sejalan dengan pendapat Muhammad Ibnu Hasan dagiaelpentahkik
mazhab Hanafi yang mengemukakan bahwa tidak sahghibeikan
semua harta, meski untuk keperluan kebaikan.

Dalam menguatkan permohonannya pemohon telah mexaggj
beberapa orang saksi. Saksi Achidat bin bagus G&1tethun menjelaskan

bahwa pemohon adalah anak saksi dan ketika ber@ntahun diminta

" Abdul Halim,Hukum Islam Perwakafan Di Indones{eCiputat: Ciputat Press,
2005) HIm 37

8 Muhammad Daud AliSistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waka#ékarta: Ul Pres,
1988) him 25



oleh pak Romdo utnuk diagkat sebagai anak, karakd&rpmdo tidak ada
anak, maka saksi memberikannya. Pada beberapa pasenpal romdo
menyampaikan kepada saksi bahwa setengah darngalitang diatasnya
ada rumah diberikan kepada pemohon sebagai andatayg, dan pak
Romdo hanya mempunyai seorang saudara laki-lakiabeast Sukaemi,
namun ia menginggal lebih dulu dan tidak ada ketamu

Pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah treaigubah
status hukum dan keahliwarisan terhadap anak arsghetgaimana yang
terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 thudrubahwa
pengangkatan anak hanya bertujuan untuk memelilaga dalam
kehidupan pertumbuhan dan pendidikan lebih terjamialam
perkembangan kehidupan si anak tersebut.

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam telah memhedudlukan
positif kepada anak angkat untuk berhak mendapgtabadari harta
warisan orang tua angkat, sebab tidak adanya wdesiabrang tua angkat
dengan sendirinya menurut hukum dianggap ada wasfasiat wajibah
itu tetap terbatas sifatnya dalam arti tidak memdpubtatus anak angkat
menjadi anak kandung, tidak memberi kedudukan @&ruhtuk mewarisi
secara keseluruhan harta warisan orang tua anglat sama bagian
dengan anak kandung. Anak angkat tidak menghijéibnanis yang lain
dan bagian anak angkat hanya 1/3 bagian.

Dalam kewarisan Islam menurut ulama figih ada tajdor yang

menyebabkan seorang saling mewarisi yakni karendurigan



kekerabatan, hubungan perkawinan yang sah dan babuperwalian.
Anak angkat dalam hal ini tidak termasuk dalam tigktor dia atas.
Dalam arti bukan suatu kerabat atau satu keturwlgangan orang tua
angkatnya, oleh karena itu antara anak angkat deogeng tua angkat
tidak berhak saling mewarisi satu sama yang lagtetuan wasiat dalam
hukum Islam adalah paling banyak 1/3 bagian datiahaarisan, dalam
hal hibah dan wasiat tidak ditentukan secara khkepada siapa saja yang
berhak menerimanya. Dengan demikian, bila seandadalam hal ini
tidak terjadi penghibahan maka kedudukan anak draken memperoleh
bagian sebagaimana yang disebutkan pasal 209 Kdampilasi Hukum
Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat mendaggrbsebanyak-
banyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatya.

Pada penelitian ini, majelis hakim Pengadilan AgakKendal
dalam perkara No.11/Pdt.P/ 2008/PA.Kdl tentang PBsalgan hibah,
dalam salah satu amar putusannya memutuskan mekagalpermohonan
pemohon yang diajukan oleh pemohon dan menyataklnnsenurut
hukum, hibah yang dilakukan oleh bapak Romdo BirmH&e kepada
pemohon ( Zaenuri bin Achidat ) yang berupa sepadahi tanah
pekarangan beserta bangunan rumah di atasnya.idMagkim merujuk
kepada fakta-fakta dalam persidangan dan juga dptases pembuktian
yang menunjukkan bahwa saksi-saksi yang diajukaeh gbemohon
mempunyai fakta hukum dalam kesaksiannya. dalanuskas, tidak,

berarti putusan majelis hakim menyalahi Hukum Islakarena



mengesahkan hibah yang melebihi sepertiga. Dalasauskani, majelis

hakim mempertimbangkan bahwa si penghibah yaitaktichempunyai

ahli waris sama sekali, lagi pula pemohon adaléisatunya orang yang
merawat alm Romdo sampai akhir hayat bahkan pemdfakui sebagai
anak angkatnya, maka hibah alm Romdo kepada pemydray berupa
setengah dari tanah pekarangan berikut rumah singdatidak menyalahi
hukum islam atau maksud dari ketentuan pasal 2l@pglasi Hukum

Islam.

Di antara para ulama hukum Islam ada yang berpatdaahwa
seorang pemilik harta boleh menghibahkan semuarhatkepada orang
lain, sedangkan ulama lain atau mazhab lain, sepskzhab Hanafi
misalnya, melarang dengan tegas seseorang yang mgnghibahkan
seluruh hartanya kepada orang lain meskipun dakdrkdbaikan. Mereka
beranggapan bahwa orang tersebut adalah orangopaiodp yang harus di
batasi segaldindakannyaUntuk mengatasi adanya perbedaan mengenai
batasan pengaturan pemberian hibah tersebut, pere sepakat untuk
memberikan batasan mengenai jumlah harta yang hiihdmahkan. Hasil
kesepakatan yang telah di sahkan oleh pemerintahierdapat dalam
Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1): “Orangydelah berumur
sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpayadsaksaan dapat
menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bend@pgala orang lain
atau lembaga di hadapan dua orang saksi untukikiihAkan menjadi

permasalahan ketika di dalam harta hibah yang akdrerikan kepada



anak angkat kemungkinan masih terdapat hak ata@arbdgri ahli waris,

maka pembatasan harta hibah boleh dilakukan oleiaisg pemberi hibah
kepada anak angkatnya dengan ketentuan tidak rhelaari 1/3

(sepertiga) harta keseluruhan yang dimilikinya. ddalhal ini dapat di
bedakan menjadi 2 dua hal yakni, jika hibah terselbwerikan kepada
orang lain (bukan seorang ahli waris ataupun badakum) maka
mayoritas pakar hukum Islam sepakat mengatakariensgbut perlu di
batasi, tetapi jika hibah tersebut di berikan kepadak-anak atau ahli
waris dari pemberi hibah, maka menurut Imam Mal#n dAhlul Zahir

tidak memperbolehkannya.

Sebagaimana diketahui bahwa kompilasi hukum isldataa hasil
kesepakatan para ulama seluruh indonesia yang peanya melalui
diskusi-diskusi panjang, dengan mempertimbangkamdggeat-pendapat
yang ada. Oleh sebab itu menurut penulis seharugagadilan agama
sebagai lembaga kekuasaan kehakiman berpedoman kmadpilasi
hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam diktum martantruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991gaing0 juni 1991
untuk digunakan oleh intansi pemerintah dan makghrayang
memerlukannya untuk menyeleaikan masalah-masaldamddidang
perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Tujuan utama dirumuskanya Kompilasi Hukum Islamalak

menyiapkan pedoman bagi para hakim Peradilan agdemamenjadi



hukum materiil yang berlaku di peradilan agama yamagb dipatuhi oleh
seluruh bangsa Indonesia yang beragama 13lam.

Dari pendapat dan alasan-alasan yang telah dikemdkatas,
penulis menyimpulkan meskipun ada pendapat yang pedulehkan
menghibahkan semua hartanya. Akan tetapi ada jagg erpendapat
perlu dipertimbangkan untuk memperoleh manfaat yéetgh besar

dengan pertimbangan firman Allah SWT Surat An-Nesgt 9
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Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-aralg lemah,
yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nzerekeh sebab itu
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hentakiaereka
mengucapkan Perkataan yang beffar.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa meskiplatam
permasalahan hibah itu tidak ada batasanya akapi tietbih bijaksana

kalau seseorang itu memikirkan jauh ke depan, aeratkesejahteraan

anak dan ahli warisnya

° Ahamad RofikPembaharuan Hukum Islam Di IndonesiaKarta: Gama Media,
2001) him. 25
' Depag RIAI-Qur'an dan Terjemahany#lm. 116



